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Kata Pengantar 

Alḥamdulillāh, segala puji bagi Allah Subḥānahu wa Taʿālā atas 

limpahan taufik dan inayah-Nya, sehingga karya ini dapat 

diselesaikan dengan segenap kesungguhan ilmiah. Buku ini 

merupakan bagian dari ikhtiar akademik untuk menelusuri 

konfigurasi sistem hukum keluarga Islam di kawasan Asia 

Tenggara, sebuah wilayah yang tidak hanya kaya akan warisan 

normatif Islam, tetapi juga sarat dengan dinamika historis dan 

kompleksitas yuridis yang khas. 

Hukum keluarga Islam merupakan bidang studi yang berdiri 

pada simpul persinggungan antara teks keagamaan, praktik sosial, 

dan struktur kelembagaan negara. Ia tidak hanya berangkat dari 

otoritas normatif, tetapi juga dibentuk oleh dinamika lokal, 

kebutuhan sosial, serta desain legislasi nasional. Negara-negara 

seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam, 

meskipun berbagi akar tradisi keislaman yang serupa, menampilkan 

konfigurasi hukum keluarga yang beragam dengan dipengaruhi oleh 

jejak kolonialisme, konstruksi institusional, serta pendekatan 

legislasi yang berbeda. 

Buku ini menganalisis secara komparatif sejumlah isu 

penting dalam hukum keluarga Islam, seperti hadhanah, harta 

bersama, poligami, wasiat, hibah, dan waris yang dalam praktiknya 

menunjukkan ragam pengaturan dan pendekatan hukum di masing-

masing negara. Pemilihan isu-isu tersebut didasarkan pada 
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signifikansi yuridis dan frekuensi kemunculannya dalam wacana 

hukum keluarga kontemporer. 

Tujuan utama dari penyusunan buku ini adalah menyajikan 

gambaran sistematis mengenai keberlakuan norma-norma hukum 

keluarga Islam di keempat negara tersebut, serta menampilkan 

variasi pendekatan legislatif yang telah terbentuk dalam kerangka 

hukum positif masing-masing. Buku ini tidak bertujuan untuk 

menyimpulkan suatu bentuk ideal, melainkan untuk menyediakan 

dasar perbandingan yang objektif dan terukur. 

Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi 

perkembangan studi hukum Islam, khususnya dalam bidang hukum 

keluarga, dan menjadi referensi yang berharga bagi akademisi, 

praktisi, serta pembuat kebijakan yang berkepentingan dengan 

studi hukum perbandingan di dunia Islam. 

 

Jakarta, 01 Juli 2025 
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Profil Penulis 

Muhammad Afzainizam adalah mahasiswa Magister Program 

Pengkajian Islam di Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah 

Jakarta. Fokus kajiannya tertuju pada bidang Hukum Islam. Ia juga 

merupakan penerima Beasiswa Indonesia Bangkit (BIB) dari 

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)–Kementerian Agama 

Republik Indonesia. 

Di luar kegiatan akademik formal, penulis terlibat dalam 

aktivitas edukatif di tingkat pendidikan menengah dan turut 

menggagas Durus.id, sebuah platform digital yang berfokus pada 

penguatan literasi keislaman berbasis data dan dinamika ruang 

digital. Komitmennya terhadap penyebaran pengetahuan Islam juga 

tercermin melalui dakwah berbasis media dan kontribusinya dalam 

penulisan artikel keislaman di berbagai kanal daring. 

Minat akademik penulis tercermin dalam sejumlah karya 

ilmiah yang pernah ditulisnya, antara lain kajian kritis terhadap 

otentisitas hadis dalam Iḥyāʾ ʿUlūm al-Dīn, eksplorasi metodologi 

fikih minoritas menurut Yūsuf al-Qarḍāwī, serta studi hermeneutis 

atas kepemimpinan perempuan dalam keluarga Muslim. Berangkat 

dari orientasi pada pendekatan multidisipliner, karya-karyanya 

menunjukkan perhatian terhadap pengembangan wacana hukum 

Islam yang kontekstual dan berbasis riset. 

Buku ini merupakan kontribusi awal penulis dalam literatur 

hukum Islam komparatif, sebagai bagian dari ikhtiar intelektual 

untuk memperluas cakrawala pemahaman terhadap dinamika 

legislasi hukum keluarga di negara-negara Muslim kontemporer.  
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Prof. Dr. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D. adalah seorang 

akademisi dan intelektual Muslim Indonesia yang telah 

menorehkan jejak panjang dalam pengembangan keilmuan hukum 

Islam, filantropi Islam, serta pendidikan tinggi Islam. Lahir dari 

tradisi pesantren, pendidikan formalnya dimulai di Pondok Modern 

Darussalam Gontor dan kemudian dilanjutkan di Fakultas Syariah 

IAIN Jakarta. Ketertarikannya yang mendalam pada kajian hukum 

Islam membawanya menempuh studi pascasarjana di McGill 

University, Kanada, dan meraih gelar doktor dalam bidang Islamic 

Law di Leipzig University, Jerman, dengan fokus riset pada isu-isu 

filantropi Islam. 

Prof. Asep memulai karier akademiknya sebagai dosen di 

Program Pascasarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif 

Hidayatullah Jakarta sejak 1996. Seiring waktu, ia memegang 

berbagai jabatan strategis, seperti Kepala Lembaga Penjaminan 

Mutu, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Direktur Pascasarjana, 

hingga dipercaya sebagai Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 

pada tahun 2023. 

Sebagai seorang peneliti, Prof. Asep aktif menggali isu-isu 

sosial keagamaan kontemporer. Salah satu risetnya yang menonjol 

adalah tentang Managing Social Capital in Developing Islamic 

Microfinance Enterprises (BMT) di Indonesia dan Malaysia, yang 

mengkaji bagaimana modal sosial dapat memperkuat kinerja 

lembaga keuangan mikro berbasis syariah. Ia juga meneliti 

dinamika identitas keislaman perempuan pekerja migran Indonesia 

di Hong Kong dan Taiwan, sebuah studi yang menyentuh sisi 

sosiologis dan spiritual komunitas diaspora Muslim. 

Dalam kerangka pembangunan hukum Islam di Indonesia, 

Prof. Asep turut mengkaji peran peradilan agama melalui penelitian 

mengenai akses dan kepuasan layanan pengguna pengadilan agama, 

bekerja sama dengan Mahkamah Agung dan lembaga internasional. 

Ia juga terlibat dalam kajian gender di madrasah, serta survei nilai-

nilai kewargaan di perguruan tinggi keagamaan di Jakarta. 

Karya-karya ilmiahnya tidak hanya hadir dalam jurnal 

nasional dan internasional, tetapi juga dalam bentuk buku, seperti 
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Wakaf Tunai dalam Teori dan Praktik (2023) dan Dualisme Hukum 

Perkawinan Islam di Indonesia (2019). Penelitiannya yang lintas 

disiplin dan lintas negara menunjukkan dedikasinya dalam 

menjembatani antara pemikiran keislaman, keadilan sosial, dan 

praktik-praktik hukum modern. 

Dengan kemampuan bahasa Inggris, Arab, Jerman, dan Sunda 

yang fasih, serta pengalamannya dalam berbagai forum 

internasional, Prof. Asep merupakan figur akademik yang tak hanya 

mengakar dalam tradisi lokal, tetapi juga menjulang dalam 

percakapan global tentang Islam, hukum, dan masyarakat. 

 

Prof. Dr. Kamarusdiana, M.H. merupakan salah satu intelektual 

hukum Islam Indonesia yang tumbuh dari lingkungan akademik dan 

praksis keislaman yang kuat. Lahir di Tangerang pada 24 Februari 

1972, perjalanan intelektualnya dimulai dari pendidikan dasar 

hingga mencapai jenjang doktoral di Fakultas Hukum, Universitas 

Padjadjaran Bandung, dengan fokus pada kajian hukum secara 

mendalam dan komprehensif. 

Jejak karier Prof. Kamarusdiana tidak terlepas dari 

kontribusinya di dunia akademik, khususnya di UIN Syarif 

Hidayatullah Jakarta. Ia memulai kiprahnya sebagai dosen, lalu 

dipercaya memimpin sejumlah unit penting, seperti Ketua Program 

Studi Hukum Keluarga, Ketua Laboratorium Hukum, Sekretaris 

Program Magister di Sekolah Pascasarjana, Kepala Pusat 

Pengabdian kepada Masyarakat, hingga kini menjabat sebagai 

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas 

Syariah dan Hukum. Selain itu, ia juga pernah memimpin Sekolah 

Tinggi Agama Islam al-Aqidah al-Hasymiyah Jakarta sebagai 

Ketua (Rektor) pada periode 2016–2018. 

Karya-karya ilmiah Prof. Kamarusdiana mencerminkan 

kepeduliannya terhadap dinamika hukum Islam dan masyarakat. Ia 

telah menulis dan menerbitkan sejumlah buku yang menjadi rujukan 

di kalangan akademisi dan praktisi, antara lain Ayat dan Hadits 

Hukum Keluarga (2019), Filsafat Hukum (2017), Hukum Acara 

Perdata (2018), dan Perbandingan Hukum Perdata (2015). Dalam 
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bidang hukum pidana Islam, bukunya Kedudukan Hukum Pidana 

Islam di Indonesia (2016) memberikan kontribusi penting dalam 

memahami interaksi antara hukum nasional dan nilai-nilai syariah. 

Selain menulis buku, ia juga aktif dalam publikasi ilmiah 

yang terbit di jurnal bereputasi nasional dan internasional. Tulisan-

tulisannya membahas berbagai isu aktual seperti batas usia anak 

dalam perkara perwalian, disparitas putusan hak asuh anak, relasi 

antara tokoh masyarakat dan lembaga negara dalam mencegah 

perkawinan usia dini, hingga konfigurasi hukum adat dalam konteks 

ekonomi. Beberapa artikelnya yang menggunakan pendekatan 

empiris dan normatif memberikan pencerahan baru dalam bidang 

hukum keluarga dan peradilan agama. 

Keterlibatannya dalam dunia hukum tidak hanya terbatas di 

ruang akademik. Prof. Kamarusdiana juga dikenal sebagai saksi ahli 

dalam berbagai perkara yang mencuat di pengadilan agama maupun 

negeri, mulai dari kasus hibah, perceraian, hingga hak asuh anak. Ia 

pun aktif sebagai mediator dan konsultan hukum untuk kalangan 

selebritas maupun masyarakat umum. 

Di ranah organisasi, ia menjabat sebagai Sekretaris Jenderal 

Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah Indonesia (HISSI) serta 

aktif dalam berbagai lembaga bantuan hukum dan advokasi syariah. 

Keterlibatan ini memperkuat posisinya sebagai akademisi yang 

tidak hanya berteori, tetapi juga hadir langsung menyentuh 

problematika hukum masyarakat. 

Dengan perpaduan antara keilmuan, pengalaman praktis, dan 

dedikasi terhadap pengabdian masyarakat, Prof. Kamarusdiana 

adalah representasi dari akademisi Muslim yang menjembatani 

nilai-nilai keislaman dengan sistem hukum modern dalam bingkai 

keadilan sosial di Indonesia. 


